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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki 

kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut ialah memperoleh barang atau 

jasa untuk melangsungkan kehidupannya. Seringkali keinginan untuk memperoleh 

barang atau jasa tersebut terkadang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pinjam meminjam sudah menjadi solusi untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan. Sebagai solusi, pinjam 

meminjam merupakan cara yang paling cepat dalam pemenuhan kebutuhan dengan 

memenuhi prasyarat yang diberikan oleh pemberi hutang kepada seseorang yang 

akan mendapatkan jaminan.  

Kegiatan pinjam-meminjam sejatinya telah dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat sejak lama. Termasuk didalamnya pinjam-meminjam uang 

merupakan sesuatu yang lazim dilakukan guna menunjang perkembangan 

perekonomian dengan tujuan meningkatkan taraf hidup.1 Pinjam-meminjam 

disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUHPerdata) bahwa: pinjam-meminjam ialah perjanjian

                                                           
1 M. Bahsan, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008, hlm. 1. 
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dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 

tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 

yang lain ini akan mengembalikan sejumlah macam dan keadaan yang sama. 

Yang menjadi objek perjanjian merupakan barang-barang yang akan habis 

setelahnya karena pemakaian, termasuk juga dengan uang. Uang merupakan alat 

tukar yang dapat dikategorikan sebagai barang habis setelah pemakaian untuk suatu 

kebutuhan sehingga dapat digolongkan kedalam objek perjanjian. Dalam perjanjian 

pinjam-meminjam, pihak yang meminjam uang hendaknya mengembalikan uang 

sebagai barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama pada saat pengembalian.2 

Di era serba digitalisasi ini, semua kebutuhan dimudahkan dengan teknologi 

informasi yang dituntut untuk terus berkembang. Pada persoalan finansial, 

transformasi teknologi informasi yang cukup besar terjadi dari konvensional 

menuju digitalisasi dapat terlihat dari semakin banyaknya variasi instrumen dalam 

sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun non-perbankan. Jika dikaitkan 

dengan unsur ekonomi, sistem keuangan pada suatu negara memiliki peran yang 

besar terlebih dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang 

dilakukan oleh lembaga keuangan maupun lembaga penunjang lainnya.3  

Dalam hal pinjam meminjam uang, bank seharusnya merupakan lembaga 

keuangan yang dapat dijadikan pilihan pertama untuk memenuhi kebutuhan dana 

masyarakat. Hanya saja, kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat 

                                                           
2 Nurul Auliah, “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Pinjam Meminjam 

Uang Secara Online”, Skripsi, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 3. 
3 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 39. 
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memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan yang mana syarat pemberian 

pinjaman di bank relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status 

ekonomi menengah ke bawah. Maka, lembaga keuangan bukan bank yang 

menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan merupakan salah satu yang dapat 

dijadikan solusi. 

Fasilitas jasa di bidang keuangan yang digaungkan akan menjadi solusi 

perkembangan perekonomian ialah layanan Financial Technology (selanjutnya 

disebut fintech). Munculnya inovasi dalam sektor jasa keuangan seperti fintech 

tersebut secara otomatis dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjam 

meminjam, salah satunya dengan pinjaman online yang memberikan kemudahan 

dalam seluruh jasa layanan keuangan karena adanya dukungan dari kemajuan 

teknologi. 

Perjanjian pinjaman online lahir diawali dengan adanya penawaran oleh 

penyelenggara layanan pinjaman uang yang akan diterima oleh peminjam dengan 

basis  teknologi informasi. Sedangkan fintech atau finansial teknologi merupakan 

suatu istilah pada sektor jasa keuangan di bidang finansial yang digabungkan 

dengan teknologi dengan tujuan untuk mengubah, mempertajam serta mempercepat 

pelayanan keuangan dari berbagai aspek sehingga mengubah model bisnis yang 

sebelumnya berbentuk konvensional menjadi modern.4  

Oleh karena perkembangan fintech yang terus maju, layanan yang telah tersedia 

tersebut memerlukan regulasi serta pengawasan agar pelaksanaan jasa finansial 

                                                           
4 Rani Maulida, Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia, https://www.online-
pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech, 2019, diakses pada 23 Agustus 2023. 

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech
https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech
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tersebut dapat berjalan dengan terstruktur. Maka, Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga keuangan melakukan perannya dalam 

hal pengawasan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:  

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga 

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” 

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 

Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 

(selanjutnya disebut POJK Nomor 10/POJK.05/2022) menyebutkan bahwa 

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya 

disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan internet.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

dapat dikatakan pula bahwa penyelenggaraan layanan pinjaman online merupakan 

bagian dari penyelenggara LPBBTI. 

Secara spesifik, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang yang beroperasi 

secara online oleh penyelenggara layanan jasa keuangan dengan bantuan dan 

fasilitas jaringan teknologi yang saling terhubung, yang mana perjanjian tersebut 

dibuat dalam dokumen dan media elektronik. Pada dasarnya, dengan adanya POJK 
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Nomor 10/POJK.05/2022 penyelenggara layanan pinjaman online diwajibkan 

mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Namun pada praktiknya jasa pinjaman online 

di Indonesia masih terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman 

online ilegal.5  

Dikatakan sebagai pinjaman online ilegal karena perusahaan fintech tersebut 

banyak yang tidak memenuhi syarat agar dapat terdaftar di OJK. Dengan demikian, 

hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran perihal keamanan atas perlindungan dan 

data privasi dimana dalam melakukan pinjaman pada platform pinjaman online, 

pelaku usaha memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yang 

salah satunya ialah memberikan nomor kontak darurat (emergency contact) kepada 

pihaknya sebagai pelaku usaha.  

Pencantuman emergency contact tersebut dilakukan dengan tujuan apabila 

calon peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada batas waktu yang ditentukan 

maka pelaku usaha dapat menghubungi nomor kontak darurat dari calon peminjam 

agar dapat segera melunasi hutangnya.6 Maka dari itu, emergency contact 

merupakan pihak ketiga yang dilibatkan pada pinjaman online yang merupakan 

kontak dari seorang peminjam yang hendak melakukan pinjaman dengan konsep 

sebagai jaminan perseorangan yang sebelumnya telah terdapat kesepakatan dan 

persetujuan dari masing-masing pihak.7  

                                                           
5 Suharini, Hastari R, “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai 
Upaya Perlindungan Pada Konsumen”, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5 No. 3, 2020, hlm. 32. 
6 Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto, “Perlindungan Hukum Bagi 

Emergency Contact yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online”, Serina IV UNTAR, 
2022, hlm. 264.  
7 Elvina, Samuel M.P Hutabarat, “Peranan Pihak Ketiga atas Pinjaman Online Di Indonesia”, Jurnal 
Gloria Justitia, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 88. 
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Hanya saja, dalam hal ini seringkali pihak yang menjadi emergency contact 

pada pinjaman online tidak merasa menyetujui atau mendapat konfirmasi dari pihak 

peminjam online jika data pribadinya ingin dicantumkan sebagai pihak yang 

menjadi kontak darurat. Seringkali pelaku usaha fintech mengabaikan masalah 

konfirmasi kepada pihak emergency contact dan hanya berfokus kepada keabsahan 

data dari calon peminjam saja. Maka dari itu, apabila pihak yang melakukan 

pinjaman ini melakukan kelalaian atau wanprestasi, pihak yang menjadi emergency 

contact ini dihubungi hingga kerap kali mengganggu aktifitas pihak yang menjadi 

emergency contact secara sepihak tersebut.  

Pencantuman emergency contact secara sepihak oleh peminjam tersebut 

akhirnya menimbulkan kerugian materiel ataupun imateriel kepada orang tersebut. 

Pihak yang menjadi emergency contact secara sepihak pada pihak pinjaman online 

acap kali mendapatkan chat agar memberitahukan kepada pihak yang meminjam 

untuk membayar utangnya.8 Bukan hanya itu, pihak yang menjadi emergency 

contact tersebut sering juga ditelepon oleh pihak pinjaman online, mereka diancam 

menggunakan bahasa yang tidak sopan, hingga didatangi agar mendesak pihak 

terkait untuk membayar utang tersebut. 

Sebagai seorang individu, pihak yang menjadi emergency contact tentunya 

memiliki hak atas pemenuhan privasi atas data pribadinya. Pasal 1 Angka (1) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 

                                                           
8 Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, “Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online”, FAWAID : Sharia Economic Law 
Review, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 50. 
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(selanjutnya disebut UU PDP) mendefinisikan bahwa: “Data pribadi adalah data 

tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara 

tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.” Kombinasi antara 

pencantuman nama dengan nomor telepon secara sepihak sebagai emergency 

contact secara sepihak merupakan penyalahgunaan atas data pribadi seorang 

individu karena data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasikan 

pemiliknya.9  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah ini, maka penelitian akan 

berfokus pada Penggunaan Data Emergency Contact secara sepihak pada aplikasi 

pinjaman online. Dengan adanya sebuah penyalagunaan kontak atau data pribadi 

dari seseorang yang dijadikan emergency contact secara sepihak merupakan sebuah 

problematika untuk dianalisis demi kenyamanan dan kepentingan dari orang yang 

dijadikan kontak darurat secara sepihak tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan 

terlebih dahulu.  

Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul : 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENJADI 

EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK PADA PINJAMAN 

ONLINE”. 

                                                           
9 Direktorat Jenderal IKP, “Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber law Centre Fakultas 

Hukum”, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, 
https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143343, 2014, diakses pada 25 Agustus 2023. 

https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143343
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan pihak yang menjadi kontak darurat (emergency 

contact) pada perjanjian pinjaman online? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi kontak 

darurat (emergency contact) secara sepihak pada pinjaman online? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan pihak yang menjadi 

kontak darurat (emergency contact) pada perjanjian pinjaman online. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan tentang perlindungan hukum 

terhadap pihak yang dijadikan kontak darurat (emergency contact) secara 

sepihak pada pinjaman online. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat agar dapat mengembangkan pengetahuan dari sisi keilmuan dalam 

bidang Hukum Perdata, khususnya terkait dengan perlindungan hukum 
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terhadap seseorang yang dijadikan emergency contact secara sepihak pada 

pinjaman online. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara 

praktis terkhusus dalam bidang Hukum Perdata sebagai bahan dari kajian 

ataupun referensi oleh pihak-pihak yang membutuhkan, seperti: 

a.) Perusahaan pinjaman online 

Terhadap fintech sebagai pihak perusahaan pinjaman online 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur dalam hal 

pemenuhan kontak darurat sebagai syarat dari pinjaman oleh calon 

peminjam. 

b.) Pemerintah 

Khususnya bagi pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian 

ini dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengaturan dalam hal 

pinjaman secara online terkhusus perlindungan bagi pihak ketiga yang 

menjadi emergency contact. 

c.) Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan arahan atas upaya hukum 

yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan 

menjadi emergency contact secara sepihak pada pinjaman online. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada 

masalah peran dan perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi kontak darurat 

(emergency contact) dalam transaksi pinjam-meminjam uang secara sepihak pada 

pinjaman online, dengan tujuan kedepannya pihak-pihak yang menjadi emergency 

contact secara sepihak tersebut dapat melakukan upaya hukum yang sesuai. 

F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan 

dengan masalah yang diangkat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, 

di antaranya: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori ini muncul diawali dengan lahirnya aliran hukum alam. menurut aliran 

tersebut, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat abadi, sehingga antara hukum 

dan moral tidak dapat dipisahkan. Pada aliran hukum alam, hukum dan moral 

dianggap sebagai cerminan dari internal dan eksternal kehidupan manusia.10 

Sehingga, dalam kehidupan manusia hukum memiliki tujuan pokok 

menciptakan ketertiban dan keseimbangan bermasyarakat.11  

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum diberikan atas hak asasi 

manusia apabila mendapat kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, 

perlindungan hukum bertujuan supaya hak-hak yang dimiliki masyarakat 

                                                           
10 Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja 
pada PT. PLN (Persero) Kitsembagut”, Skripsi, Medan : Universitas Medan Area, 2017, hlm. 11. 
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya 
Atma Pustaka, 2013, hlm 99. 
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tersebut dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.12 Sehingga sebagai negara 

hukum, pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang mengedepankan 

kebenaran dan keadilan serta kekuasaan yang disertai pemenuhan tanggung 

jawab. Kegunaan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki manfaat untuk 

mengkoordinasikan bermacam kepentingan yang berbeda di antara berbagai 

kelompok masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus melihat 

tahapan lahirnya segala ketentuan dari peraturan hukum yang mengatur 

hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.  

Perlindungan hukum senyatanya dibagi menjadi dua macam, yaitu 

perlindungan hukum preventif yang memiliki tujuan mencegah terjadinya 

permasalahan atau perselisihan yang menyebabkan kerugian, dan perlindungan 

hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau 

sengketa yang telah ditimbulkan dengan tujuan memulihkan keadaan bagi pihak 

yang dirugikan.13 Pelaksanaan dari perlindungan hukum yang ada secara nyata 

ini diaplikasikan pada lembaga-lembaga penegak hukum layaknya kepolisian, 

kejaksan, pengadilan, maupun  lembaga-lembaga penyelesaian sengketa 

lainnya yang berada di luar pengadilan. Kedua sifat dari perlindungan hukum 

tersebut berkaitan erat dengan aspek keadilan, sehingga dengan adanya sifat 

pencegahan dan hukuman dalam penerapan perlindungan hukum tersebut 

                                                           
12 Angga Nugraha Sihombing, Op. Cit, hlm. 14. 
13 Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap 

Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik”, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Vol. 10, No. 4, 2023, hlm. 1689-1690. 
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menjadi salah satu medium untuk menegakkan fungsi hukum di bidang 

keuangan.14 

Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu 

upaya pemenuhan hak dan merupakan bentuk dari berjalannya fungsi hukum 

dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang 

merupakan tujuan dari hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum 

merupakan salah  satu  unsur  krusial  yang  wajib  dimiliki  oleh suatu  negara 

dengan dasar negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia 

serta menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi 

sosial.15 

Pada kaitannya dengan penelitian ini, perlindungan hukum akan digunakan 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak emergency contact 

yang mendapatkan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya 

kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pihak peminjam. 

2. Teori Perjanjian 

Hukum perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan nyata 

dan penting bagi kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan salah satu 

sumber dari perikatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak 

satu dengan pihak yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang 

                                                           
14 Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang 
Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, Pena Justitia: Media Komunikasi dan 
Kajian Hukum, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 90-91. 
15 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 
25. 
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tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang merumuskan bahwa: “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Lebih lanjutnya dalam 

perjanjian terdapat asas-asas yang diantaranya adalah:16 

a. Asas Konsensualitas 

Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk 

atau lahir setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai 

pokok-pokok dari perjanjian, selama keduanya tidak menentukan lain. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 

KUHPerdata, yang mana diberlakukan kepada pihak-pihak dalam suatu 

perjanjian untuk bebas menentukan apa saja isi dari perjanjian tersebut 

secara bebas dengan dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban 

umum, dan kesusilaan. 

Dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa perjanjian merupakan 

hubungan hukum yang berkaitan antara dua pihak atau lebih berdasarkan 

kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak sepakat 

menentukan aturan atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk dijalankan 

dengan taat.17 Dengan demikian, perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian perbuatan hukum yang mengandung kesanggupan bagi satu orang 

                                                           
16 Rini Pamungkasih, 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak), Jakarta Selatan:  TransMedia Pustaka, 
2009, hlm, 11. 
17 A. Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, Makassar : Humanities Genius, 2022, hlm, 22. 
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atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, baik secara 

lisan maupun tertulis untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat 

hukum. 

Seiring dengan perkembangan yang ada, perjanjian berkembang menjadi 

kontrak elektronik dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dari suatu 

perjanjian, dimana proses penawaran, penerimaan, pinjam-meminjam, maupun 

tanda tangan yang menjadi bentuk dari persetujuan telah menggunakan 

jaringan komputer maupun media lainnya.18 Didasarkan pada Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disebut UU ITE) bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian 

para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik.  

Maka dari itu, kontrak tersebut mengikat para pihak dengan wujud sistem 

elektronik atau pemberi dan penerima pinjaman tidak lagi bertatap muka. 

Bentuk perjanjian kontrak elektronik pada dasarnya memiliki kesamaan 

dengan kontrak konvensional yang mana perjanjian tersebut mengikat para 

pihak sehingga hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus 

diselesaikan. 

3. Konsep Jaminan 

Hukum Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin. 

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji seseorang 

                                                           
18 Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law), Depok ; PT Raja Grafindo Persada, 
2020, hlm.11. 
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untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau 

kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Dalam KUHPerdata jaminan merupakan 

sebagian dari prinsip hukum jaminan dalam rangka utang piutang di 

masyarakat.  Jaminan juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab 

seseorang (yang dijamin) dengan bergantung pada tanggung jawab orang lain 

untuk memastikan bahwa hak-hak yang memberikan pinjaman tidak 

dihilangkan. 

Menurut Hartanto Hadisoeprapto, jaminan merupakan suatu hal yang 

diberikan oleh pemberi bantuan untuk mewujudkan keyakina bahwa penerima 

bantuan akan memenuhi kewajiban yang diyakini dapat dinilai karena adanya 

suatu perikatan.”19 Berdasarkan penjabaran diatas, jaminan berkaitan erat baik 

bagi pemberi pinjaman maupun peminjam. Maka, konsep jaminan ini 

berhubungan dengan penelitian mengenai bagaimana kedudukan dan 

perlindungan dari penjamin atas seseorang yang melakukan pinjaman. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini ialah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses 

penelitian hukum untuk diteliti dan dikaji mengenai bentuk norma, aturan, asas 

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya 

untuk menjawab suatu permasalahan hukum.20 Yang dalam penelitian ini juga 

                                                           
19 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Yogyakarta : Garudhawaca, 2015, hlm, 25. 
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 48. 
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didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang 

menjadi emergency contact secara sepihak pada pinjaman online. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang 

merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah seluruh 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) 

yang dikaji dalam penelitian tersebut.21 Penelitian dengan pendekatan kasus 

bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan.  

Pendekatan ini didasarkan pada aturan hukum yang ada menjadi pusat dari 

penelitian disertai dengan pengambilan kasus-kasus yang berkaitan dengan 

masalah hukum yang dikaji. 

3. Bahan Penelitian Hukum 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dikumpulkan data-data yang 

meliputi: 

a. Bahan hukum primer 

Menggunakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian.22 Adapun 

bahan hukum primer yang digunakan, ialah: 

                                                           
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2019, hlm. 93. 
22 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo 
Persada, 2010, hlm. 90. 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data 

Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2). 

b. Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan hukum yang merupakan bahan penjelas dari bahan 

hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum, jurnal hukum 

yang berkaitan dengan asas-asas hukum, pandangan ahli (doktrin), dan hasil 

penelitian hukum.23 Metode wawancara juga digunakan dengan berfokus 

pada pihak yang menjadi emergency contact secara sepihak sebagai korban 

agar keterangan yang diberikan menjadi objektif. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjadi petunjuk ataupun 

penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

(hukum).24 Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Agar data yang dihasilkan menjadi objektif serta dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, data diambil melalui proses yang 

dilakukan dengann cara sebagai berikut: 

 

                                                           
23 Muhaimin, Op. Cit, hlm. 60. 
24 Muhaimin, Op. Cit, hlm. 62. 
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a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan metode kepustakaan, 

dengan melihat buku-buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen penting, 

serta undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara guna 

memperoleh keterangan lisan untuk mencapai tujuan dari penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer 

secara lengkap dan valid. Wawancara dilakukan dengan pengambilan 

sampel dengan Teknik purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan suatu metode penentuan sampel dengan kriteria atau 

pertimbangan tertentu.  

Menurut Deni Darmawan, purposive sampling digunakan menjadi  

sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti karena dianggap 

memiliki informasi yang diperlukan bagi jalannya suatu penelitian.25 

Sehingga, dalam penelitian ini ditentukan bahwa responden yang dapat 

mewakili ialah pihak-pihak yang menjadi emergency contact secara 

sepihak pada pinjaman online. 

                                                           
25 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm 
152. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yang memberikan 

paparan segala data-data yang telah terkumpul baik primer maupun sekunder, 

memberikan gambaran secara lugas dan sistematis mengenai fakta-fakta yang 

timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan keadaan di lapangan.26 Kemudian, data-data tersebut diolah dan 

dikualifikasikan untuk kemudian dihubungkan secara terstrukur hingga menjadi 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif. 

Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan penarikan suatu kesimpulan 

yang diawali dengan pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan konkrit 

dengan memakai pemikiran rasional.27

                                                           
26 Muhaimin, Op. Cit, hlm. 68. 
27 Muhaimin, Op. Cit, hlm. 108. 
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